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 Abstrak. 
Korupsi  atau rasuah  atau  pencuri  merupakan praktek  yang  dilakukan  oelh  
individu   seperti  pejabat  publik, baik  aparatur negara( ASN), Politisi,  para  
pengusaha  secar tidak  wajar  dan  illegal, menyalahgunakan  kepercayaan  
yang dikuasakan  kepada  merek untuk memperoleh keuntungan sepihak. 
Seseorang dapat  di kenakan  tindak  pidana  korupsi apabila memenuhi  unsur  
sebagai berikut: perbuatan melawan hukum,  penyalahgunaan kewenangan,  
kesempatan,  atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau  korporasi 
dan merugikan keuangan negara atau perekonomina  negara. Sebahgian besar 
kasusu  korupsi dilakukan  cenderung berkaitan dengan  kekuasaan  dalam 
pemerintahan begitu juga  terjadi  dari hal- hal  yang  paling sederhana sampai 
hal- hal  yang  lebih konpleks. Penelitian ini mecoba   mendeskripsikan  bagaima   
penegakan hukum  kasus korupsi di  Kepolisian Darah Provinsi Maluku Utara, 
baik yang dilakukan  oleh  Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun  pihak swasta. 
Upaya  upaya   penindakan   hingga  kini  dilakukan  sebagai bagian  dari 
penyelematan  asset  negara maupun  dampak   yang  ditimbulkan dari praktek  

tersebut. 
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I. PENDAHULUAN 

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang dalam memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam 
Undang-Undang No. 2. Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda 
Malut) senantiasa memiliki peran yang signifikan dalam melakukan berbagai aktifitas sesuai 
kewenangannya. Dalam kehidupan praktis, peran dan tugas polisi selalu mendapat kritik dari berbagai 
kalangan masyarakat yang diekspresikan melalui cara-cara yang bervariasi misalnya; melalui media 
massa, dialog publik, opini-opini media cetak bahkan aksi demonstrasi yang seringkali menimbulkan 
anarkisme. Hal ini marak terjadi di era reformasi dimana hampir setiap saat dan momentum institusi 
penegak hukum ini diperhadapkan dengan dinamika masyarakat.  

Kompleksitas masalah tersebut membutuhkan kepekaan Polda Maluku Utara dalam 
meningkatkan kinerjanya, untuk mewujudkan peran dan fungsi secara maksimal. Tentu hal tersebut 
bukan cuma sekedar wacana ferbalistik, akan tetapi membutuhkan kebijakan strategis dalam 
menciptakan suasana dan tata kehidupan sosial yang bebas dari kekacauan  yang berakibat fatal 
terhadap tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia ( NKRI). Masyarakat sangat membutuhkan kerukunan dan kedamaian untuk memastikan 
keberlanjutan hidupnya secara wajar.  

Fenomena sosial membuktikan bahwa Polda Maluku Utara harus melakukan rekontemplasi 
dalam rangka memberikan pelayanan secara maksimal. Untuk itulah, pelayanan tidak hanya menjadi 
slogan tapi lebih dari itu Polda Maluku Utara mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman 
yang datang baik secara fisik maupun phsikis karena Maluku Utara adalah salah satu daerah  yang 
rawan kasus-kasus kriminal. Oleh karena  itu, dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut Polda 
Maluku Utara harus dibekali oleh Sumber Daya Manusia (Human Resources) aparatur yang memadai 
sehingga muda untuk mengatasi masalah serumit apapun. Kejahatan tidak saja dilakukan secara fisik 
tetapi saat ini yang marak adalah Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) yang dapat mempersulit proses 
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penyelesaiaan masalah apabila sumber daya aparatur tidak memiliki keahlian (Skill) khusus karena 
kejahatan ini dilakukan melalui tekhnologi internet.  

Oleh karena itu, Kepolisian Daerah Maluku Utara harus berupaya semaksimal mungkin untuk 
menyederhanakan masalah sosial dengan tetap melakukan penyadaran hukum pada masyarakat, 
membangun komunikasi dan interaksi intensif yang dipandang sebagai proses hubungan antara 
pelayan dan dilayani. Karena selama ini peran polisi di satu sisi telah maksimal, namun disisi yang lain 
masih bamyak terlihat di sekitar kita pengambilalihan secara de facto peran polisi oleh massa yang 
marah. Disana sini terlihat saling menghakimi antar satu dengan yang lainnya akibat dari lambannya 
penanganan oleh aparat kepolisian terhadap kasus yang terjadi.  Lambannya  penanganan  berbagai 
kasus  yang   terjadi, baik yang  melibatkan  anggota  masyarakat, para birokrat maupun  pengusaha   
hal  ini   disebabkan   karena  lemahnya  sumberdaya   manusia yang dimiliki.  

 
II.  METODOLOGI PENELITIAN 

Sebagaimana uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif  dimana analisis data dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Deskriptif - Kualitatif 
(Descriptive - Qualitative Approach). Penelitian  deskriptif  berupaya menggambarkan  objek penelitian  
pada saat sekarang  berdasarkan fakta-fakta  yang tampak atau sebagaimana adanya. Jenis  penelitian  
yang  digunakan adalah   jenis  penelitian  Research   Kelembagaan ( Institusional   Research ). Menurut   
Hadari Nawawi ( 2005 : 65 ) Jenis  penelitian  ini dimaksudkan untuk  menemukan  data  yang  dapat 
dipergunakan  sebagai dasar untuk meningkatkan  kegiatan  operasional  lembaga yang  diselidiki. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  yang diperoleh  dari berbagai media  

 
III. PEMBAHASAN  

Satu kondisi dasar untuk pengendalian korupsi adalah suatau kerangka hukum yang dapat 
menegakkan hukum tanpa campur tangan politik. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik 
kepentingan dan intervensi kekuasaan terhadap proses hukum. Banyak negara dengan dengan 
korupsi tinggi mempunyai status hukum formal yang baik, namun tidak efektif karena hukum jarang 
ditegakkan. Negara yang serius melakukan reformasi harus mempunyai lembaga penyelidikan yang 
efektif dan badan peradilan serta sistem peradilan yang independent.Reformasi peradilan lebih 
diperlukan daripada sekedar perubahan personalia. Perlu ada perubahan kondisi yang mendasar, 
antara lain mencakup aspek peningkatan kesejahteraan bagi para hakim dan personalia 
pendukungnya. Peradilan dapat memainkan peranan yang tidak hanya menangani kasus korupsi yang 
diajukan oleh penguasa, namun juga membantu masyarakat memeriksa tindakan negara.Selain 
lembaga  peladilan  kasus  keorupsi  juga  sangat  ditentukan   oleh  tingkat  penyelidikan dan  
penyidikan  yang dilakukan  oleh   kepolisian. Ketepatan dan  kecepatan  penyelidikan  dan   
penyidikan akan menentukan  tingkat   proses  hukum  berlangsung. Kasus  korupsi  Di Indonesia  
tergolong  tinggi  dari tahun ketahun.   

 

 
Gambar 1. Jenis perkara tindak pidana korupsi yang tangani KPK (2015-2020) 
Sumber https://databoks.katadata.co.id 

 
Data  tersebut  menunjukan tingkat  penyuapan  paling  banyak  ditangani oleh KPK. Data  

jumlah kasus  korupsi  sebanyak 553 kasus atau 78% dari 702  tindak pidana korupsi  yang  ditangani  
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sepanjang  tahun 2015 sampai 2020 merupakan kasus  penyuapan. Data kasus penyuapan dapat  di 
lihat dalam  Tabel 1.  
 

Tabel 1. Data kasus penyuapan di INdonesia 

 
 

 
Gambar 2. Trend penanganan kasus korupsi oleh kepolisian di Indonesia 

 
Di Provinsi  Maluku  Utara  tren penindakan kasus  korupsi  pada  semester  satu tahun 2020  

terdapat 3 kasus  dengan  kerugian negara mencapai 7,2 miliar. ( ICW.2020: 22). Pada tahun 2021 
Kepolisian   Daerah  Maluku  Utara  berhasil menyelesaikan empat kasus atau 57% dari total  
keseluruhan  kasus  yang ditangani dengan  total kerugian negara mencapai 3.741 miliar. Salah satu  
kasus korupsi  yang  ditangani adalah proyek bendungan  dan irigasi  di Kepualaun Sula  dengan nilai 
kontrak . 9.793.609.134  kerugian negara  mencapai 2.072.951.119.. (https://ambon.antaranews.com). 

Sejumlah kasus besar   yang  kini  masih menjadi perhatian  publik  antara lain : 
 Kasus tindak pidana dugaan korupsi  pengadaan kapal nautika  untuk praktek  SMK kelautan  pada   

Dinas  Pendidikan  Provinsi Maluku Utara  Tahun anggran  2019 
 Kasus dugaan tindak  pidana korupsi  pengadaan meubalier pada Biro  Umum  Provinsi Maluku 

Utara tahun 2009-2010 sebesar 465. 638.500 
  Dugaan  tindak pidana  korupsi  pembangunan puskesmas sahu-tikong  pada   Dinas  Kesehatan 

Kabupaten  Pulau Taliabu tahun 2016  dengan anggaran  Rp. 3.433.717.000. 
Dari  sejumlah kasus, aparat  penegak hukum harus  optimal  dalam  melakukan  penindakan.  

Karena dampak  korupsi terhadap  kerugian negara   sangat  berpengaruh terhadap kehidupan 
masayarakat. Kerja sama  antara berbagai  pemangku kepentingan  sangat  penting  dalam rangka  
percepatan berbagai kasus yang terjadi.  

    

IV. PENUTUP 

Tren penindakan kasus korupsi  yang dilakukan kepolisian  Maluku Utara  tahun 2021 masih 
tergolong  rendah  dari  berbagai kasus korupsi yang dilakukan  oleh  sejumlah kalangan.  
Penindakakan  terhadap  para  koruptor   sangat  penting untuk  memastikan efek jera maupun 
penyelematan  terhadap asset  negara.  Kolaborasi dengan berbagai kalangan sangat penting termasuk 
partisipasi  dari  masyarakat   dalam melaporkan  berbagai  kasusu korupsi yang  terjadi.    
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